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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PERTANGGUNGIJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang MNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan paling lambat & {(enam) bulan setelah Tahun Anggaran
berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

Undang-Undang Nomaor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 1985
Momor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3563);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 3685), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang MNomor 34 Tahun 2000 (Lembaran MNegara
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomeor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nemor 20 Tahun 2000 (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2000 Momor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Mepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Momor 75, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang MNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran MNegara Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004
MNomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Momor 06, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004
Momor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang MNomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomeor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
fLlembaran MNeaaras Renuhblily ITndanecia Tahim 2005 Mamare 240
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Womor 118, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah  (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2001
Momor 119, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Momor 4139);

. Peraturan Pemerintah Normor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokcler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nemor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Momor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2007
Momaor 47, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Momor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2005
Momor 136, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomar 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Momor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4575);

Peraturan Pemerintah Momor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Momor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Megara Republik Indeonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Meaara Republik Indonesia Nomor 45853 -
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Peraturan Pemerintah Momor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan
dan  Pengawasan Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Momor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukcharjo Nomor 1 Tahun 2002
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 88);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomaor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2@ Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo MNomor
(121), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo NMomor 17 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukcoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2007 Momor 19, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor (150);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIMD) (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006
MNomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006
tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Momor 128);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Momor 16 Tahun 2006
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2006 MNemer 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo NMomor 19 Tahun 2007
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukcharjo
Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 21);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJIO
dan
BUPATI SUKOHARIO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGIAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2007 sebagai berikut ;

a. Pendapatan Rp 615.262,195.353,00.
b. Belanja Rp 634.302,936.229,00.
Surplus/(defisit) Rp (19.040.740.876,00).
c. Pembiayaan
- Penerimaan Rp 179.116.853.493,31.
- Penageluaran Ep 69.687.096.863,31.
Surplus/(defisit) Rp. {109.429.756.630,31.)

d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2007
sebesar Rp 90.389.015.754,31.

Pasal 2
(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
(Rp12.806.393.103,00.) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan

Rp 602.455.802,250,00.

b. Realisasi Rp 615.262.195.353,00,00.

Selisih lebih/(kurang) (Rp 12.806.393.103,00.)

(2) Selisih  anggaran  dengan realisasi belanja  sejumlah
(Rp.71.032.504.506,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 705.335.440,735,00,
b, Realisasi Rp 634.302,936.225,00,

Selisih lebih/(kurang} {(Rp 71.032,504.506,00)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah
Rp 83.838.897.609,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/(defisit) setelah perubahan (Rp 102.879.638.485,00).
b. Realisasi Rp 19.040.740.876,00,

Selisih lebih/(kurang) Rp 83.838.897.609,00.



(4)

(1)

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumliah Rp 0,00. dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan

1) Setelah perubahan Rp 179.116.853.4593,31.
2) Realisasi Rp 179.116.853.493,31.
Selisih lebih/{kurang) {(Rp 00.)

b. Pengeluaran :

1) Setelah perubahan Rp 70.431.865.000,00.

2) Realisasi Rp 69.587.096.863,00.

Selisih lebih/(kurang) Rp (774.868.137,00)
Pasal 3

Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi
keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2007 vyang
dituangkan dalam Meraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva Rp 905.092.873.743,34.
b. Jumlah Utang Rp 1.271.524.632,47.
c. Jumlah Ekuitas Dana Rp 903.821.349.110,87.

Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, saldo Kas
Daerah pada tanggal 31 Desember 2007 yang dituangkan dalam
Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 88.285.984.685,00 dengan
rincian sebagai berikut :

d. Saldo Kas 1 Januari 2006 Rp 121.484.868.432,00.
b. Jumlah Penerimaan Rp 672.955.951,388,00.

Jumlah Kas tersedia Rp, 794 .440.819,820,00.
d. Jumlah Pengeluaran Rp 706.154.835.135,00.

e. Saldo Kas 31 Desember 2006 Rp 88.285.984.685,00.

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan
lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

d.

Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA);



b. Lampiran II ;

c. Lampiran [1l

d. Lampiran IV

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo;

Laporan Aliran Kas;

MNeraca Daerah.
Pasal 5

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap srang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerahb ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerzh

Kahupatzn Sukoharjo.

Diundangkan di Sukoharjo
Pada tanggal 3 Nepembonr

RIS DAERAH,
EN SUKOHARIO

H’i DRA SURYA

2008

Ditetapkan di Sukoharjo
3 Nepemkor 2008

UKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO ;

LEE‘-"TEARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARIO

TAHUN 2008 NOMOR &



